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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perlindungan hak berpendapat di media sosial menjadi isu yang semakin 

relevan pada era digital. Media sosial yang dimana menjadi wadah utama bagi 

perorangan dalam mengekspresikan pendapat. Saling memberi informasi, dan 

berpartisipasi pada diskusi publik. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan 

media sosial, tantangan terhadap kebebasan berpendapat juga semakin kompleks. 

Dalam konteks tersebut, merupakan hal penting untuk menganalisis perlindungan 

hukum terhadap hak berpendapat di media sosial.  

Berdasarkan perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM), khususnya 

menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008, 

jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang 

merupakan KUHP baru. Media sosial telah merubah pandangan orang dalam 

interaksinya dan berbagi informasi. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram 

dapat menjadikan individu supaya menyampaikan pandangan dalam konteks yang luas 

tanpa batasan geografis. Fenomena ini menciptakan ruang publik baru di mana diskusi 

dan debat dapat dilakukan secara terbuka. Namun, dengan kebebasan ini muncul pula 

tantangan terkait penyalahgunaan informasi, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat 

merugikan individu atau kelompok tertentu. 

Hak berpendapat adalah hak asasi yang diakui di seluruh dunia. Berdasarkan 

Pasal 28E UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak untuk mengungkapkan 
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pendapat secara lisan maupun tertulis. Meski demikian, dalam kenyataannya, hak ini 

seringkali menghadapi ancaman dari berbagai pihak, termasuk dari unsur 

pemerintahan. UU ITE (UU No. 11/2008 yang diperbarui dengan UU No. 19/2016) 

sering menjadi bahan perdebatan karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi 

di platform digital. Beberapa pasalnya, terutama yang berkaitan dengan pencemaran 

nama baik dan penghinaan, terkadang disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap 

pemerintah atau lembaga tertentu. Perlindungan hukum terhadap kebebasan 

berpendapat sangat krusial untuk memastikan setiap individu dapat mengekspresikan 

pemikirannya tanpa rasa takut. 

 Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU 

ITE dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Kedua regulasi ini menyediakan landasan 

hukum yang mengatur hak berpendapat serta batasan-batasan yang diperlukan untuk 

menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain. Perlu adanya penyelarasan 

antara UU HAM dan UU ITE untuk membentuk sistem hukum yang konsisten dan 

tidak kontradiktif. Mengingat UU HAM hadir lebih dulu daripada UU ITE, penting 

untuk memastikan bahwa peraturan yang lebih baru tetap sejalan dengan prinsip-

prinsip HAM yang sudah mapan. Harmonisasi kedua undang-undang ini akan 

menghasilkan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh tanpa menimbulkan konflik 

norma dalam implementasinya.1 

 
1 Sari, M. P. (2023). Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum 

Hak Asasi Manusia. Wasaka Hukum, 11(1), 78-101. 
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Salah satu tugas negara adalah menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Dari 

beraneka ragamnya peraturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia diantaranya 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kohormatan dan perlindungan 

martabat manusia”. Pada zaman sekarang, hampir seluruh negara memiliki nilai-nilai 

untuk menghormati hak asasi manusia, berusaha untuk menjaganya dan meninggalkan 

seluruh hal yang dapat mengabaikan kebebasan. Kebebasan menjadi sesuatu yang 

sangat penting bagi rakyat karena seluruh hak dan kuasa mereka tidak akan ada artinya 

jika tidak ada kebebasan. Suatu umat dapat dikatakan berkemajuan dan bermartabat 

apabila ada rasa menghormati kebebasan.  

Masyarakat dunia telah bersepakat untuk mendaulat HAM sebagai kriteria 

pencapaian bersama sebagai indikasi diterimanya suatu rezim HAM oleh masyarakat 

internasional, dimana mencakup tiga arsip pokok diantaranya deklarasi hak asasi 

manusia sedunia, hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial budaya.2Dari perspektif 

sejarah, keberadaan Hak Asasi Manusia telah menjadi katalisator yang mendorong 

perkembangan peradaban menuju tatanan yang lebih matang dan terstruktur dalam 

memahami hak-hak fundamental yang ada pada setiap perorangan. Perkembangan 

 
2 Azami, A. Y., Torik, M., & Is, M. S.(2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berekspresi 

Di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. 
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konsep HAM ini telah menjadi arus pembaruan yang membimbing masyarakat untuk 

semakin mengenali, menghormati, dan melindungi martabat yang dimiliki oleh setiap 

manusia.3 Salah satu isu utama yang dihadapi adalah konflik antara perlindungan 

hukum dan kebebasan dalam berpendapat.  

Di sisi lain, masyarakat mempunyai hak dalam menyampaikan pendapat, kritik, 

serta aspirasi mereka melalui media sosial. Di sisi lain, UU ITE seringkali ditujukan 

dalam menindaklanjuti konten yang dianggap melanggar hukum, yang dapat 

mengakibatkan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Persoalan tersebut telah 

menciptakan ketidakpastian hukum pada pengguna media sosial, yang sering kali 

merasa terancam untuk menyampaikan pendapat mereka karena risiko sanksi hukum. 

Dalam banyak kasus, individu yang merasa terancam oleh pasal-pasal dalam UU ITE 

memilih untuk membungkam diri atau membatasi ekspresi mereka, yang dapat 

mengurangi partisipasi publik dalam diskusi yang sehat. Situasi ini berpotensi 

mengganggu demokrasi dan mempengaruhi kualitas informasi yang beredar di 

masyarakat. 

Seiring pada kemajuan teknologi serta popularitas media sosial, ruang 

kebebasan dalam berpendapat pada masyarakat semakin meluas. Kemajuan 

spektakuler dibidang teknologi informasi dan komunikasi berdampak sangat besar bagi 

perkembangan interaksi hukum dan interaksi sosial. Tentu memberikan kontribusi 

positif bagi pengguna, media teknologi informasi ini juga menimbulkan sisi 

 
3 Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak 

Kebebasan Berpendapat. Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 20(1), 156-168. 
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negatif.4  Orang-orang kini dapat dengan mudah menyampaikan pemikiran, opini, dan 

argumentasi mereka melalui platform digital. Karena sifat media sosial yang terbuka 

dan luas jangkauannya, pendapat yang diungkapkan dapat diakses oleh publik secara 

masif. Namun, situasi ini seringkali menimbulkan masalah ketika seseorang yang 

sedang merasa kesal atau kecewa terhadap pihak tertentu mengekspresikan 

perasaannya di media sosial tanpa pertimbangan matang. Banyak yang tidak menyadari 

bahwa tindakan yang tampaknya sepele ini dapat berimplikasi hukum.  

Hal ini terjadi karena kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas, 

melainkan tetap memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan yang dimaksud adalah 

adanya hak orang lain yang perlu dihormati, Hal ini sejalan dengan sifat dasar manusia 

sebagai makhluk sosial yang perlu saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, 

penyampaian pendapat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kebebasan 

berpendapat yang bertanggung jawab didasarkan pada rasionalitas, niat baik, dan 

penghargaan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan pendekatan 

seperti ini, pendapat yang diutarakan tidak hanya bermanfaat bagi individu sendiri, 

tetapi juga bagi masyarakat luas, bahkan bagi kepentingan bangsa dan negara.  

Pemikiran negara hukum berarti bahwa hukum negara harus dijalankan 

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu bahwa hukum memberikan rasa 

 
4 Kurnianingsih, M., Purwanto, P., Handono, I. A., Sima, M. N. N., Kusumaningrum, Y., & Nimasari, 

E. P. (2021). Sosialisasi Penerapan UU ITE Untuk Penggunaan Media Sosial di Desa Singopuran 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, 1(3), 186-193. 
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keadilan, sesuai dengan arti dasar dari hukum itu sendiri.5 Perubahan sosial dalam 

masyarakat dapat terjadi karena berbagai faktor pendorong. Faktor internal (intern) 

meliputi peningkatan jumlah penduduk, terobosan dan penemuan baru, serta adanya 

konflik. Sedangkan faktor eksternal (ekstern) termasuk pengaruh budaya dari 

masyarakat lain, konflik bersenjata, dan perubahan kondisi lingkungan. Fenomena 

yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah transformasi sosial dalam 

bidang informasi, teknologi, dan elektronik. Hal tersebut didorong oleh tingginya 

tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap perangkat teknologi, yang kemudian 

membentuk pola pikir bahwa informasi yang ditemukan melalui perangkat teknologi 

tersebut merupakan kebenaran mutakhir dan terpercaya.6 

Pada tahun 2008 UU ITE telah sebagaimana disahkan, yang dimana memiliki 

tujuan dalam mengontrol pemakaian teknologi informasi, memberikan perlindungan 

terhadap transaksi elektronik, dan menjaga keamanan dunia maya. Namun, banyak 

pasal yang terdapat pada undang-undang ini, yang dimana contohnya mengatur 

terhadap pencemaran nama baik dan penyebar luasan informasi yang dianggap hoaks, 

dalam hal ini sering kali dipergunakan supaya menangani individu yang memberikan 

pendapat pada media sosial. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna 

media sosial, di mana banyak di antara mereka merasa terancam untuk mengungkapkan 

pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik atau individu tertentu karena risiko 

 
5 Megawati, M., Absori, S. H., & Aidul Fitriciada Azhari, S. H. (2020). Desain Pengambilan 

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Permusyawaratan Berbasis 

Pancasila (Universitas Muhammadiyah Surakarta). 
6 Kodiyat, M., & Asdhie, B. (2021). Etika dalam menyampaikan pendapat di media sosial dalam 

persfektif hak konstitusional warga negara. Edutech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(2), 

378785. 
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konsekuensi hukum yang dapat mereka hadapi. Di sisi lain, UU Nomor 39 Tahun 1999 

mengakui hak pada setiap individu dalam berpendapat dan menyalurkan ide-ide. UU 

ini menyatakan bahwa hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, harus 

dilindungi dan dihormati.  

Namun, penerapan UU ITE sering kali mengesampingkan prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam UU HAM, menciptakan ketegangan antara kebebasan berpendapat 

dan pembatasan yang ada pada UU ITE. Permasalahan yang melibatkan pengguna 

media sosial yang dituntut berdasarkan UU ITE menunjukkan bahwa ada kesenjangan 

antara norma hukum yang seharusnya melindungi hak berpendapat dan kenyataan di 

lapangan. UU ITE menetapkan pengaturan hukum dalam menggunakan teknologi dan 

informasi di negara Indonesia, termasuk regulasi terkait pencemaran nama baik dan 

distribusi konten yang merugikan. Di sisi lain, UU Nomor 39 Tahun 1999 menjamin 

dan memberikan hak pada setiap perorangan agar bebas berpikir, menyampaikan 

pendapat, serta berekspresi sesuai dengan hati nuraninya. Tetapi dalam praktiknya, 

penerapan kedua peraturan tersebut sering mendapat kecaman dikarenakan dinilai 

membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional. 

 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sejatinya menyediakan 

fondasi hukum supaya lebih kokoh yang ditujukan pada perlindungan hak-hak 

individual, termasuk hak dalam berkomunikasi serta mendapat informasi. Pada pasal 

14 dalam undang-undang tersebut menegaskan yakni tiap perorangan memiliki hak 

dalam berkomunikasi serta mengakses informasi yang dapat dipergunakan bagi 

pengembangan diri serta ekosistem sosialnya. Kondisi tersebut memberikan 
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ketidakselarasan ditengah jaminan hak berpendapat serta penerapan hukum dalam 

berpotensi membatasi kebebasan tersebut. Media sosial, dalam konteks ini, secara tidak 

langsung menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat 

mereka dengan bebas. Namun, pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi 

sumber kerentanan bagi penggunanya karena adanya ketentuan dalam UU ITE yang 

dipersepsikan sebagai bentuk pengawasan dan pembatasan terhadap kebebasan 

berekspresi.7 

Sebagai suatu negara yang memiliki sistem demokrasi, Indonesia mempunyai 

kewajiban dalam memberikan kepastian perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak 

untuk menyampaikan pendapat di platform media sosial. Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) menekankan urgensi pengembangan regulasi yang tidak 

sekadar melindungi kebebasan berekspresi tetapi juga menciptakan lingkungan digital 

yang aman bagi publik. Menurut pandangan Komnas HAM, revisi terhadap UU ITE 

perlu difokuskan pada penguatan perlindungan hak kebebasan berekspresi di era digital 

yang ditandai dengan semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat. 

Meskipun terdapat peraturan hukum yang berlaku, tantangan dalam penegakan hak 

berpendapat tetap ada. Kasus-kasus pelanggaran hak berpendapat di media sosial 

sering kali terjadi, di mana individu dituntut atau dihukum karena menyampaikan 

pendapat yang dianggap kontroversial atau bertentangan dengan kepentingan tertentu.  

 
7 Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap 

Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. Widya pranata Hukum: Jurnal Kajian 

dan Penelitian Hukum, 3(1), 62-75. 
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Tindakan represif ini menciptakan suasana ketakutan yang dapat menghambat 

kebebasan berekspresi. Berkaitan dengan penerapan pengaturan dalam limitasi internet 

pada negara Indonesia, terdapat dua pandangan yang berseberangan. Di satu sisi, 

pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berpendapat 

bahwa kebijakan pemblokiran internet bukan merupakan instrumen penindasan, 

melainkan upaya untuk membatasi penyalahgunaan teknologi oleh kelompok tertentu 

yang berniat menciptakan kekacauan dan membahayakan keamanan nasional serta 

masyarakat. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh berbagai pihak 

seperti Southeast Asia Freedom of Expression Network, Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM), dan United Nation High Commissioner for Human Rights 

yang diwakili oleh Michelle Bachelet. Mereka memiliki pandangan jika pembatasan 

dalam akses internet memiliki potensi besar untuk melanggar hak asasi manusia, 

terkhusus hak kebebasan menyatakan suatu pendapat serta hak dalam berkomunikasi, 

termasuk hak untuk memiliki, memperoleh, menyimpan, menyampaikan serta 

mengolah informasi.8 

Situasi ini semakin kompleks dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Di sisi lain, 

undang-undang tersebut memberikan dukungan dalam perlindungan hukum terhadap 

warga negara dalam era digital. Tetapi terdapat sisi lain, adanya kekhawatiran bahwa 

undang-undang ini dapat disalahgunakan menjadi tambahan instrumen dalam 

 
8 Adhari, A., Sitabuana, T. H., & Srihandayani, l. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: 

Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan Internet Restriction Policies 

in. Jurnal Konstitusi, 8(2). 
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membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks kritik terhadap figur 

publik atau pemerintah di media sosial. Dikotomi antara kebutuhan untuk melindungi 

hak atas data pribadi dan menjaga ketertiban umum di satu sisi, dengan perlindungan 

terhadap kebebasan berpendapat di sisi lain, menimbulkan kompleksitas tersendiri 

dalam pengaturan hukum di Indonesia. Hal tersebut terutama dikarenakan Indonesia 

merupakan negara demokratis mengakui dan menjamin kebebasan berpendapat 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat." 

Penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

terhadap kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia, khususnya pada konteks 

UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2023. Analisis ini menjadi penting mengingat 

kebebasan berpendapat adalah satu dari sekian pendukung utama pada masyarakat 

demokratis, sementara pengaturannya dalam ruang digital terdapat banyak tantangan 

dan problematika hukum. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016) 

mengatur perlindungan hukum terhadap hak berpendapat di media sosial. Penelitian ini 

juga akan membahas potensi pelanggaran HAM yang terjadi akibat penerapan UU ITE 

serta bagaimana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi dalam 

memberikan perlindungan kepada individu. Selain itu penelitian ini juga diharapkan 

dapat mendalami isu perlindungan hukum terhadap hak berpendapat di media sosial 

dengan menggunakan perspektif hukum dan hak asasi manusia.  
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Dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU ITE, diharapkan dapat 

terungkap sejauh mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi atau 

justru bertentangan dalam konteks kebebasan berekspresi. Penting untuk menekankan 

bahwa Kebebasan berekspresi di platform digital merupakan komponen penting dalam 

sistem demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun demikian, diperlukan 

kerangka hukum yang tepat untuk menjamin bahwa hak ini tidak disalahgunakan dan 

tetap dihargai. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada 

pengembangan regulasi yang lebih efektif terkait perlindungan hak berpendapat di 

media sosial, serta meningkatkan pemahaman publik mengenai signifikansi hak asasi 

manusia dalam era digital.  

Melalui analisis ini, diharapkan agar bisa memberikan rekomendasi dalam 

meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak berpendapat di media sosial serta 

menciptakan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berekspresi. Oleh karena 

itu, kajian ini memiliki nilai penting tidak hanya di kalangan akademisi tetapi juga bagi 

para perumus kebijakan dalam mengembangkan peraturan yang lebih berkeadilan dan 

berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan isu-isu yang telah diuraikan dalam Pendahuluan, dapat diidentifikasi 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media 

sosial menurut UU ITE dan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap 

kebebasan berpendapat pada masyarakat di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media 

sosial menurut UU ITE dan UU No.1 Tahun 2023. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap 

kebebasan berpendapat pada masyarakat di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan, literatur, dan 

wawasan serta bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya sebagai sumber 

penelitian untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlindungan 

hukum terhadap hak berpendapat di media sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Memberikan pengetahuan tambahan yang dapat digunakan oleh penulis 

untuk memperluas pemahaman tentang ilmu hukum, khususnya tentang 

perlindungan hukum terhadap hak berpendapat di media sosial. 

 



13 
 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dan hasil analisis dalam perlindungan HAM 

yang mengarah ke hak berpendapat di media sosial terhadap 

masyarakat, agar lebih mengetahui perlindungan hukum terkait. 

c. Bagi Pemerintah dan Badan Penegak Hukum Terkait 

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi saran dan tawaran solusi untuk 

pemerintah dan badan penegak hukum terkait dalam menindaklanjuti 

kasus yang bersangkutan dengan HAM yang lebih khususnya mengenai  

hak berpendapat di media sosial. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Pasal 28 

 

UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, 

jo. UU No. 19 Tahun 2016) Pasal 

27 dan Pasal 28 

 UU NO. 1 TAHUN 2023 

Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (Baru)  

• Perlindungan hukum terhadap 

kebebasan berpendapat di media sosial 

yang ada di negara Indonesia 

• faktor-faktor yang mempengaruhi 

perlindungan hukum terhadap 

kebebasan berpendapat pada 

masyarakat di Indonesia. 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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Perlindungan hukum terkait kebebasan berpendapat di platform media sosial 

yang dikaji dari sudut pandang hukum dan HAM, dengan penekanan khusus pada 

penerapan UU ITE. Berpijak pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara, 

penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana kedua regulasi tersebut menyediakan 

kerangka hukum dalam melindungi hak warga negara untuk menyatakan opini mereka 

di media sosial. 

Dalam era digital saat ini, media sosial telah bertransformasi menjadi sarana 

utama bagi masyarakat dalam menyampaikan opini dan ide-idenya. Namun, kebebasan 

berekspresi ini perlu disertai dengan jaminan hukum yang tepat untuk mencegah 

penyalahgunaan dan melindungi hak-hak digital warga negara. Dengan demikian, studi 

ini menjadi krusial untuk menelaah sejauh mana struktur hukum yang berlaku mampu 

mengakomodasi dan menjamin hak berpendapat di media sosial. 

Secara spesifik, penelitian ini memfokuskan pada dua aspek utama. Aspek 

pertama adalah mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak berpendapat di 

media sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan UU ITE. Hal ini mencakup analisis 

mendalam tentang pasal-pasal terkait, interpretasi hukumnya, serta bagaimana kedua 

undang-undang ini saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum. Aspek 

kedua adalah menganalisis upaya penegakan hukum dalam menangani perlindungan 

hak berpendapat di media sosial, termasuk di dalamnya mekanisme penanganan 

pelanggaran, prosedur penegakan hukum, serta tantangan-tantangan yang dihadapi 

dalam implementasinya. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis 

berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UUD 1945, UU ITE, 

dan KUHP Baru. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana ketiga instrumen 

hukum tersebut saling berkaitan dan memberikan perlindungan komprehensif terhadap 

hak berpendapat di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang komprehensif melalui analisis yang mendalam terhadap elemen-

elemen tersebut tentang perlindungan hukum terhadap hak berpendapat di media sosial, 

serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kerangka hukum dan 

implementasinya di masa mendatang. 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi yang 

signifikan dalam pengembangan hukum siber (cyber law) di Indonesia, khususnya 

dalam konteks perlindungan hak digital warga negara. Selain itu, Selain itu, penelitian 

ini bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan memperbaiki regulasi saat ini, 

serta membantu aparat penegak hukum dalam implementasi perlindungan hukum 

terhadap hak berpendapat di media sosial. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi yang 

terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu 

metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menelaah dan 

menganalisis sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan 
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dengan perlindungan hukum terhadap hak berpendapat di media sosial. 

Pendekatan ini dipilih karena kajian berpusat pada analisis terhadap asas-asas 

hukum, sistematika hukum, dan harmonisasi hukum yang berhubungan dengan 

UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan UU No. 1 

Tahun 2023 dalam konteks perlindungan hak berpendapat di platform media 

sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap 

asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum yang berkaitan 

dengan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016) dan UU 

No. 1 Tahun 2023 dalam konteks perlindungan hak berpendapat di media sosial. 

Penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, dan literatur yang relevan untuk memahami kerangka 

hukum yang melindungi hak berpendapat di media sosial. 

2. Metode Pendekatan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal 

dari perspektif atau pandangan para ahli yang telah sering dijadikan referensi 

dalam penelitian hukum. Pendapat para pakar tersebut kemudian dibandingkan 

serta diambil suatu kesimpulan tentang pembuktian kebenaran dalam penelitian 

hukum dengan menggunakan metode yuridis, 9yang meliputi: 

 

 

 
9 Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan 

Kebenaran Pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal, 2(2), 114-123. 
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a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji seluruh peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang 

sedang diteliti, khususnya UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2023. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap 

kasus-kasus yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat di media 

sosial yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

3. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dimana menggunakan 

data kepustakaan yang mencakup berbagai sumber hukum dan literatur yang 

relevan dengan tema penelitian. Data kepustakaan dipilih karena mampu 

memberikan landasan teoretis dan normatif yang komprehensif untuk 

menganalisis permasalahan penelitian, yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

4) Peraturan pelaksana terkait UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2023 
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5) Putusan-putusan pengadilan terkait kasus kebebasan berpendapat di 

media social 

b. Bahan Hukum Sekunder 

1) Buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum siber, kebebasan 

berpendapat, dan media sosial 

2) Jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional 

3) Hasil penelitian hukum 

4) Pendapat para ahli hukum 

5) Artikel ilmiah dan makalah dalam seminar/konferensi 

c. Bahan Hukum Tersier 

1) Kamus hukum 

2) Ensiklopedia hukum 

3) Indeks kumulatif 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian hukum normatif menerapkan metodologi studi kepustakaan untuk 

pengumpulan datanya, dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai 

sumber utama. Proses ini melibatkan pencarian yang sistematis terhadap 

berbagai regulasi dan literatur yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. 

Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Pada 

hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian 
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perpustakaan (library research) yang mengandalkan data sekunder sebagai 

dasar analisisnya,10 dengan cara: 

a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan perlindungan hak berpendapat di media sosial 

b. Mengkaji literatur hukum yang relevan 

c. Menganalisis dokumen-dokumen resmi dan putusan pengadilan 

d. Menelaah artikel-artikel ilmiah dan publikasi elektronik yang berkaitan 

dengan topik penelitian 

e. Mengumpulkan data-data dari berbagai sumber terkait implementasi 

perlindungan hukum terhadap hak berpendapat di media sosial 

5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana data  

terkumpul lalu diolah serta di analisis dengan sistematis. Proses analisis 

meliputi: 

a. Mengkategorikan data berdasarkan relevansinya dengan aspek-aspek 

penelitian 

b. Menganalisis penelaahan terhadap ketentuan hukum yang berhubungan 

dengan perlindungan hak untuk menyampaikan pendapat di media sosial 

c. Mengkaji hubungan antara berbagai peraturan yang relevan 

d. Menginterpretasikan data untuk memahami mekanisme perlindungan 

hukum yang ada 

 
10 Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai 

Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33. 
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e. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab 

permasalahan penelitian 

 

G. Sistematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab I menyajikan bagian pendahuluan dari penelitian ini, yang mencakup uraian 

mengenai latar belakang yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian, 

perumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan yang hendak dicapai, manfaat 

yang diharapkan dari penelitian, kerangka pemikiran yang mendasari analisis, metode 

penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam 

penyusunan karya ilmiah ini.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II menjelaskan tentang aturan hukum, norma dan doktrin para ahli yang berkaitan 

dengan hak berpendapat di media sosial, meliputi: pengertian dan ruang lingkup 

kebebasan berpendapat, landasan konstitusional hak berpendapat, prinsip-prinsip 

HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, regulasi media sosial dalam UU ITE (UU No. 11 

Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016), regulasi media sosial dalam UU Nomor 1 

Tahun 2023, batasan-batasan kebebasan berpendapat di media sosial, mekanisme 

perlindungan hukum terhadap hak digital warga negara, serta peran dan fungsi 

lembaga-lembaga negara dalam melindungi hak berpendapat di media sosial. Bab ini 

juga menguraikan hubungan hukum antara pengguna media sosial dengan platform 

digital, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia. 
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BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab III membahas hasil penelitian serta analisis mengenai perlindungan hukum atas 

hak berpendapat di media sosial berdasarkan ketentuan dalam UU ITE dan UU Nomor 

1 Tahun 2023. Selain itu, bab ini juga menguraikan berbagai upaya hukum yang dapat 

dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak berpendapat di ranah digital. 

Analisis dalam bab ini turut mencakup sejauh mana kedua undang-undang tersebut 

saling mendukung dan selaras (harmonis) dalam memberikan jaminan perlindungan 

hukum, serta efektivitas implementasinya dalam praktik. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab IV menjelaskan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan terkait 

dengan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial 

berdasarkan perspektif UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2023, serta memberikan saran-

saran konkret untuk penyempurnaan sistem perlindungan hukum yang ada, baik dari 

segi regulasi maupun implementasinya. 

 

 

 

 

 

 

 


